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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1972
TENTANG

PERUBAHAN ATASKETENTUAN PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 21, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2894

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Th. 1971
tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab
Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 , 23) dipandang perlu
untuk meninjau kembali ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 1969,

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23)
sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah,
terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor
20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2959);

Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1969 Nomor 21 ;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2894).

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS KETENTUAN PASAL 7
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1969 TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1969 NOMOR 21 : TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2894).

Pasal 1

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21 ; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894) diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Dengan tidak mengurangi kemungkinan pengeluaran jenis
saham lainnya, modal PERSERO di samping terbagi dalam
saham-saham prioritas dan biasa, dapat pula terbagi hanya
dalam saham-saham biasa sgja.

(2) Daam ha moda PERSERO tidak seluruhnya merupakan
penyertaan Negara, maka sepanjang yang mengenai penentuan
perlu tidaknya pembagian moda PERSERO vyang
bersangkutan dalam saham-saham prioritas termasuk
jumlahnya yang dimiliki oleh negara, akan diselesaikan lebih
lanjut oleh Menteri Keuangan selaku pemegang saham
berdasarkan kepentingan Negara dalam PERSERO tersebut.

Pasal I
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal
diundangkannya.

Agar ...



